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Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, Un-
dang-Undang Dasar 1945 (UUD 45)
dirancang oleh BPUPKI (Badan Penye-
lidik Usaha-usaha Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia) dan ditetapkan
oleh PPKI (F;anitia Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia) pada 18 Agustus
1945 dan dinyatakan berlaku di selu-
ruh wilayah Indonesia. Selanjutnya,
pada 27 Desember 1949, berubahlah
status negara kesatuan yang dipro-
klamasikan menjadi negara serikat
(Republik Indonesia Serikat atau di-
singkat RIS). Saat itu Negara Kesatu-
an Republik Indonesia (NKRI) menjadi
salah satu negara bagian di dalam
RIS.

Pada masa RIS, UUD 45 menjadi
turun derajatnya dan berkurang wila-
yah berlakunya, oleh karena UUD 45
hanya berlaku di negara bagian Re-
publik Indonesia, sedangkan di selu-
ruh negara RIS berlaku Konstitusi
RIS. Kemudian pada 17 Agustus
1950, negara Indonesia kembali men-
jadi Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia dan sejak itu dinyatakan berla-

‘@’ Sociae Polites

kunya Undang-Undang Dasar Semen-
tara 1950 (UUDS 50) di seluruh wila-
yvah Indonesia, sehingga lenyaplah
UUD 45 dari arena politik ketatanega-
raan Indonesia. Namun akhirnya, pa-
da 5 Juli 1959, dengan sebuah Dekrit
Presiden, UUD 45 dinyatakan berlaku
kembali bagi seluruh wilayah “tum-
pah darah” Indonesia, sehingga UUDS
50 pun dengan sendirinya ditinggal-
kan.! Dekrit Presiden ini diperkuat
oleh Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/
1966 sebagai sumber - tertib hukum
bagi berlakunya kembali UUD 45.

Selanjutnya, dengan dikeluar-
kannya Ketetapan MPR No.V/MPR/-
1973 tanggal 22 Maret 1973, Ketetap-
an MPRS No. XX/MPRS/1966 dinya-
takan tetap berlaku. Sehubungan de-
ngan itulah MPR berketetapan untuk
mempertahankan UUD 45, tidak ber-
kehendak dan tidak akan melakukan
perubahan terhadapnya, serta akan

1 C.8.T. Kansil, 2000, Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Prad-
nya Paramita, hlm. 58-59




melaksanakannya secara murni dan
konsekuen.2

Sejak itu, dalam perjalanan me-
wujudkan cita-cita bangsa Indonesia
sebagai tugas mengisi kemerdekaan,
sejarah Indonesia banyak diwarnai
oleh perubahan orientasi dan penye-
lewengan penyelenggaraan pemerin-
tahan negara, terutama karena belum
mapannya sistem kenegaraan yang
dijalankan dan memungkinkan tim-
bulnya otoritarianisme dan sentral-
isasi kekuasaan. Sentralisasi kekua-
saan mengakibatkan terjadinya pe-
nyalahgunaan kekuasaan oleh lemba-
ga eksekutif karena kurangnya kon-
trol dari lembaga-lembaga kenegaraan
yang lain. Situasi ini mengakibatkan
terpuruknya rakyat dalam kondisi ke-
hidupan yang memprihatinkan, baik
di bidang ekonomi maupun yang ber-
kait dengan hak-hak sipil dan poli-
tiknya.3

Pengalaman panjang sejarah
bangsa Indonesia tersebut memberi-
kan pelajaran penting tentang perlu-
nya pengaturan kembali kehidupan
kenegaraan dan penyelenggaraan pe-
- merintahan agar dapat berjalan sesu-
ai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Undang-Undang Dasar 45 yang dibu-
at sebagai instrumen mencapai cita-
cita nasional yang merupakan pedo-
man penyelenggaraan pemerintahan
tidak dapat dipertahankan lagi dan
harus diubah, karena memberikan
kekuasaan yang besar kepada pre-
siden untuk mengatur dan menjalan-
kan mekanisme kenegaraan dan pe-
nyelenggaraan pemerintahan.

2 ibid., hlm. 60
3 A. Mukti Arsyad, et.al, 2000, Amande-
men UUD 1945 antara Teks dan Konteks
dalam Negara yang Sedang Berubah, Ja-
karta: Sinar Grafika, hlm. 64-65
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Semangat perubahan itu terwu-
jud dalam gelora reformasi yang di-
tandai dengan runtuhnya kekuasaan
lama dan tuntutan bergulirnya demo-
krasi, perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia (HAM), ditegakkannya
supremasi hukum, ditinggikannya ke-
benaran dan diwujudkannya keadilan
di bumi Indonesia, yang diilustrasikan
dengan terwujudnya “masyarakat ma-
dani” atau sering disebut Indonesia
Baru.4

Proses perubahan itu menggelin-
ding pada 1999, yang ditandai dengan
diselenggarakannya Pemilu 1999 dan
proses perubahan UUD 45 sampa:
2002 yang sudah mencapai empat
kali. Tentu perubahan keempat UUD
45 ini terkait dengan perubahan per-
tama, kedua dan ketiga. Hasil per-
ubahan hingga keempat kalinya ini
sesuai dengan Ketetapan MPR No. I
MPR/2002 tentang Pembentukan Ko-
misi Konstitusi, yang akan dikaji se-
cara komprehensif oleh Komisi Kon-
stitusi (Pasal 1) yang susunan, kedu-
dukan, kewenangan, dan keanggotan
komisi tersebut ditentukan oleh Ba-
dan Pekerja MPR (Pasal 2).

Sebelum kajian tersebut dilaku-
kan oleh Komisi Konstitusi, tulisan in:
berupaya membahas amandemen
UUD 45 dalam perspektif sosial poli-
tik, dengan tujuan memberikan kon-
tribusi pikiran-pikiran kritis yang ki-
ranya bermanfaat. Pembahasan di-
awali dengan pengertian dan tujuan
amandemen UUD 45, alasan-alasan
perlunya amandemen terhadap UUD
45, hasil amandemen UUD 45, dan
analisis secara sosial politik yang
mencakup juga sisi yuridisnya.

4 ibid., hlm. 65-66
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yang berwenang, yaitu MPR, berda-
sarian ketentuan UUD ini. Perubahan
yang dimaksud mehpuu 1) menam-

_beh atau mengurangi redaksi dan/

atan isi UUD menjadi lain dari yang
semula: 2) mengubah atas sebagian
pedaksi dan/atau isi dari UUD yang
sudah tidak sesuai dengan tuntutan -
reformasi; 3)° memperbarui UUD de-
mgan cara merinci dan menyusun ke-
tentuannya menjadi lebih jelas, tegas,
dan sistematis.®

Secara faktual memang harus
diakui bahwa suatu Kkonstitusi atau
UUD sebagai produk politik sekaligus
produk hukum oleh suatu generasi,
kadangkala substansinya sudah tidak
lagi sesuai dengan perkembangan za-
man dan tuntutan reformasi oleh ge-
merasi berikutnya. Karena itu, meru-
pakan suatu keniscayaan untuk me-
lakukan amandemen terhadap suatu
UUD, termasuk UUD 45. Dengan de-
mikian, dapatlah dirumuskan bahwa
tujuan amandemen UUD sebagai ber-
ioat.

1. Mengubah, menambah, mengu-
rangi, atau memperbarui redaksi dan
substansi konstitusi (sebagian atau
seluruhnya), supaya sesuai dengan
kondisi ideologi, politik, ekonomi, so-
sial, budaya, serta kondisi pertahanan
dan keamanan bangsa pada zaman-

mya.

2. Menjadikan UUD sebagai norma
dasar perjuangan demokratisasi bang-
sa yang terus bergulir untuk mengem-
balikan faham konstitusionalisme, se-
hingga jaminan dan perlindungan
HAM dapat ditegakkan, anatomi ke-
knasaan tunduk pada hukum atau
tampilnya supremasi hukum, dan ter-
ciptanya peradilan yang bebas.

8 ghad., hlm. 15-16
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3. Untuk menghindari terjadinya pem-
baruan hukum atau reformasi hukum
yang tambal sulam, sehingga proses
dan mekanisme perubahan atau pen-
ciptaan peraturan perundang-un-
dangan yang baru sejalan dengan hu-
kum dasarnya yaitu konstitusi.?

Dengan demikian, secara khu-
sus amandemen terhadap UUD 45 di-
lakukan dengan tujuan untuk me-
ngembalikan posisi UUD ke derajat-
nya yang tinggi, menjiwai konstitusio-
nalisme, menjaga prinsip-prinsip de-
mokrasi, serta mewujudkan konsep
negara berdasarkan hukum dan ke-
adilan sosial bagi seluruh rakyat In-

donesia.

Alasan-alasan Terjadinya
Amandemen UUD 45

Dalam kasus “tidak demokratis-
nya” UUD 45, menjadi agak janggal
jika “kesalahan” tersebut ditimpakan
pada pihak-pihak yang menyelengga-
rakan negara saja. Sebab, selama
UUD 45 berlaku (kira-kira 45 tahun,
kurang sedikit dibanding usia repu-
blik yang 55 tahun), negara ini me-
mang jauh dari praktik-praktik politik
pemerintahan dan ketatanegaraan
yang layak disebut demokratis. Soe-
karno dengan konsepsi Demokrasi
Terpimpin-nya ternyata tampil secara
sangat otoriter dan sewenang-wenang.
Sementara Soeharto dengan Demo-
krasi Pancasila-nya justru menum-
buhsuburkan praktik-praktik KKN
(korupsi, kolusi, dan nepotisme) di
berbagai bidang dan aras kehidupan.
Habibie, yang tampil menggantikan
pemimpin rezim Orde Baru itu, dapat
dikatakan belum cukup waktu untuk

9 ibid., hlm. 5
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bisa dinilai. Karena, situasi politik sa-
at itu menyebabkan pemerintahannya
tidak sempat melakukan konsolidasi
dan dirinya segera menyadari untuk
memenuhi tuntutan masyarakat agar
memelopori dilakukannya amande-
men terhadap UUD 45. Jika hampir di
sepanjang sejarah berlakunya sebuah
UUD (seperti halnya UUD 45) selalu
muncul pemerintahan yang otoriter
dan sewenang-wenang maka pemikir-
an yang logis akan mengatakan bah-
wa yang perlu dipersoalkan dan diper-
salahkan bukan hanya orangnya,
tetapi juga sistemnya. Qleh sebab itu,
perlu dilakukan diagnosis perihal se-
gi-segi apa saja dari sistem tersebut
yang mengandung titik lemah. 9

Menurut Moh. Mahfud MD, tela-

ah akademis terhadap UUD 45 me-
nyimpulkan bahwa UUD 45 sebagai
wadah sistem ketatanegaraan mem-
punyai kelemahan-kelemahan yang
membuka jalan bagi tampilnya peme-
rintahan yang tidak demokratis seper-
ti berikut.
1. UUD 1945 membangun sistem poli-
tik yang memberi kekuasaan sangat
besar kepada presiden sehingga pre-
siden menjadi steril dari kekuatan
kontrol dan penyeimbangan kekuatan
dari luarnya, karena tidak ada meka-
nisme checks and balances yang ke-
tat.

2. Lembaga Ilegislatif (yang secara
praktis didominasi presiden) memiliki
atribusi dan delegasi kewenangan
yang sangat besar untuk menafsirkan

10 Moh. Mahmud MD, 2000, “Dimensi
Akademis dan Politis tentang Amandemen
UUD 1945” dalam A. Mukti Arsyad, et.al,
Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan
Konteks dalam Negara yang Sedang Ber-
ubah, Jakarta: Sinar Grafika, him. xi.
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11 ibid., hlm. xi-%8

5. Alasan praktis-politis, bahwa seca-
ra sadar atau tidak, secara langsung
atau tidak langsung, dalam praktik-
mya UUD 45 sudah sering mengalami
perubahan dan/atau penambahan
yang menyimpang dari teks aslinya,
baik masa 1945-1949, maupun masa
1950-1998. Bahkan dalam praktik
politik sejak 1959-1998, kelemahan
UUD 45 yang kurang membatasi ke-
kuasaan eksekutif dan pasal-pasalnya
yang bisa menimbulkan multiinter-
pretasi telah dimanipulasi sedemikian
rupa oleh dua presiden yang sangat
berkuasa, yakni Soekarno dan Soe-
harto.12

Hasil Amandemen UUD 45

Sebelum dilakukan amandemen
terhadap UUD 45, semua fraksi di
MPR menyepakati enam hal, yaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD
45,

2. tidak mengubah bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

3. mempertahankan bentuk peme-
rintahan presidensial.

12 Arsyad, et.al., op.cit., hlm. 23-24
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4. perubahan UUD 45 merupakan
penjabaran dari Pembukaan UUD
45, -

5. penjelasan UUD 45 akan dihapus-
kan tetapi substansi bagian Penje-
lasan yang relevan harus diadopsi
ke dalam Batang Tubuh UUD 45,

6. perubahan dilakukan dalam ben-
tuk adendum.

Sebagaimana yang telah terjadi,
perubahan pertama UUD 45 dilaku-
kan terhadap Pasal 5 ayat 1; Pasal 7;
Pasal 9; Pasal 13 ayat 2; Pasal 14;
Pasal 15; Pasal 17 ayat 2 dan 3; Pasal
20; dan Pasal 21 UUD 45.1% Sedang-
kan perubahan kedua dilakukan ter-
hadap beberapa pasal seperti Pasal
18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal
26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan
Pasal 36 UUD 45. Perubahan itu an-
tara lain dilakukan dengan mengubah
rumusan pasal-pasal yang bersang-
kutan dan atau dengan menambah
beberapa ayat dari pasal yang ber-
sangkutan.!* Akan halnya dalam per-
ubahan yang ketiga, MPR telah meng-
ubah dan/atau menambah Pasal 2
ayat 2 dan 3; Pasal 3 ayat 1, 3, 4;
Pasal 6 ayat 1 dan 2; Pasal 6A ayat 1,
2, 3, dan 5; Pasal 7A; Pasal 7B ayat
1,2, 3, 4, 5, 6, dan 7; Pasal 7C; Pasal
8 ayat 1, dan 2; Pasal 11 ayat 2, dan
3; Pasal 17 ayat 4; Bab VIIA, Pasal
22C ayat 1, 2, 3, dan 4; Pasal 22D
ayat 1, 2, 3, dan 4; Bab VIIB, Pasal
22FE ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6; Pasal 23
ayat 1, 2, dan 3; Pasal 23A; Pasal

13 Mengenai unsur-unsur perubahan ini,
lihat Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila,
Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta, hlm.
278-280.

14 Penjelasan selengkapnya mengenai hal
ini terdapat dalam Putusan MPR RI Sidang
Tahunan MPR RI 7-18 Agustus 2000,
Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
hlm. 7-13.
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23C; Bab VIIIA, Pasal 23E ayat 1, 2,
dan 3; Pasal 23F ayat 1 dan 2; Pasal
23G ayat ldan 2; Pasal 24 ayat 1 dan
2; Pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5;
Pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4; Pasal
24C ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945.15

Dalam perubahan keempat de-
ngan menggunakan kewenangannya,
berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37
UUD Negara RI Tahun 1945, MPR RI
menetapkan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945 sebagai-
mana telah diubah dengan perubahan
pertama, kedua, ketiga, dan keempat
adalah UUD Negara RI Tahun 1945
yang ditetapkan kembali dengan
Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli
1959 serta dikukuhkan secara akla-
masi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh
DPR;

2. Penambahan bagian akhir pada
Perubahan Kedua UUD Negara RI
Tahun 1945 dengan kalimat “Per-
ubahan tersebut diputuskan dalam
Rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal
18 Agustus 2000 Sidang Tahunan
MPR RI dan mulai berlaku pada tang-
gal ditetapkan”;

3. Pengubahan penomoran Pasal 3
ayat 3 dan ayat 4 Perubahan Ketiga
UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi
Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3; Pasal 25E
Perubahan Kedua UUD Negara RI Ta-
hun 1945 menjadi Pasal 25A,;

4. Penghapusan judul Bab IV tentang
Dewan Pertimbangan Agung dan

15 Penjelasan selengkapnya mengenai hal
ini terdapat dalam Ketetapan MPR pada
Sidang Tahunan MPR 2001, Jakarta: Sinar
Grafika, 2001, him. 1-11.
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pengubahan pamg lame. Adapun format konstitusi
serta pencrmpEs amg dimnakesud sebagai berikut. o
III tentang KT W 45 yang baru merupakan kon-
Negara; 3 ng bersifat menyeluruh kare-
5. Pengubaham | e mencakup semua aspek pe-
an Pasal 2 ayal T araan negara. Walaupun de-
Pasal 8 aya!: & 3 ih ada sejumlah “lubang”
16; Pasal 2385 sl periu diisi sehingga UUD
ayat 3; Bab I =tul komprehensif.
ayat 2, et 3 shehan UUD 45 belum dapat di-
Pasal 32 ayat L S bagai konstitusi partisipatoris
33 ayat 4, 5. S ‘belum cukup transparan dan
Pasal 37 ey melibatkan semua unsur ma-
Peraliban leat secara sistematik. Partisipasi
Tambahan S8 ' % sangat tergantung pada trans-
RI Tahun I msams: dan partisipasi rakyat itu
, perubahan UUD 1945 dapat
D1 W I at masih sangat terbatas. Uji sa-
perubahan S  yang dilakukan di beberapa dae-
l;gtlga, dan  dan universitas juga cenderung
;Silliaannge- upa sosialisasi daripada berkehen-
lah satunyail £ menampung masukan masyara
No. I/MPE =
~ an Komisi 3. Batang Tubuh UUD 1945 yang ba-
disebutkan sl u dapat dikatakan mencakup rujuk-
inilah yang alin  @n perilaku daripada cita-cita, walau-
pengkajian St '  sebenarnya masih dapat ditam-
tang perubseig 2 ssjumlah ketentuan lain sehingga
hun 1945. M 1945 dapat menjawab segala ke-
mungkinan krisis tafsir konstitusi
- yang dapat dibayangkan. Cita-cita pe-
Amandemen § myelenggaraan negara dirumuskan
Perspektif ~ galam Pembukaan UUD 1945 yang
- tidak mengalami perubahan.
Dalam [ s :
bahan UL 4. Format perubahan yang dilakukan
abwewear " gerhadap UUD 1945 dalam praktiknya
SHrbrl, S bukan amandemen biasa karena men-
dap format i
iT Disarikan dari Ramlan Surbakti, 2002,
"Tinjauan Kritis terhadap Perubahan Ke-
empat UUD 1945 dalam Perspektif Sosial-
16 Penjelasan Politik™, Makalah Disampatkan pada Semi-
ini terdapat ¢= mar Nasional di Bagian Hukum Tata Nega-
dang Tahunam r  m Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Grafika, 2002 & . Jakarta, 15 Agustus, hlm. 1.




cakup pasal yang sangat banyak teta-
Pl juga bukan pembuatan UUD baru,
karena baik Pembukaan maupun ba-
nyak pasal di bagian isinya yang tetap
seperti semula.

Sementara yang dimaksud de-
ngan substansi UUD adalah sebagai
berikut,18 :

1. UUD 1945 yang baru dengan tegas
memilih Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dengan menerapkan
asas pemerintahan desentralisasi.

2. Sistem perwakilan rakyat yang di-
adopsi dalam UUD 1945 yang baru
bukan unikameral karena keberadaan
DPD (Dewan Perwakilan Daerah) me-
rupakan wadah keterwakilan daerah
disamping DPR sebagai wadah keter-
wakilan penduduk. Tetapi juga bukan
bikameral karena sebuah RUU (Ran-
cangan Undang-undang) hanya me-
merlukan persetujuan DPR bersama
Presiden.

3. UUD 1945 yang baru mengikuti pe-
merintahan presidensial secara lebih
konsisten karena: (a) presiden/wakil
presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat, baik pada putaran pertama
maupun putaran kedua; (b) masa
jabatannya sudah jelas waktunya,
yaitu lima tahun dan hanya dapat
dipilih untuk satu masa jabatan lagi;
dan (c) memegang kekuasaan peme-
rintahan (eksekutif) serta mengangkat
dan memberhentikan menteri-mente-
ri.

4. UUD 1945 yang baru menganut
prinsip demokrasi yang konstitusional
dan konstitusi yang demokratis. Me-
nurut Pasal 1 ayat 2, Perubahan Keti-
ga UUD 1945, kedaulatan rakyat ti-

" 18 Disarikan dari ibid., him. 4-13.
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dak lagi dilaksanakan sepenruhniya
oleh MPR melainkan dilaksanakan
menurut UUD. Artinya, pelaksanaan
kedaulatan rakyat diatur dalam UUD.

5. UUD 1945 yang baru tidak saja
menjamin hak asasi manusia yang
bersifat alamiah tetapi juga hak yang
bersifat konvensional Yang mencakup
hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan
budaya.

6. UUD 1945 yang baru tidak meng-
atur sistem pemilihan umum yang ha-
rus diterapkan, melainkan hanya
mengatur asas pemilihan umum,
kapan diselenggarakan, diselenggara-
kan untuk memilih siapa saja, siapa
peserta pemilu, dan siapa penyeleng-
gara pemilu (Pasal 22E Perubahan
Ketiga UUD 1945). Pasal 22E juga
tidak secara jelas mengatur apakah
pemilihan penyelenggara lima jabatan
publik, yaitu DPR, DPD, Presiden/
Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan se-
cara serentak ataukah terpisah.

7. UUD 1945 juga tidak memerintah-
kan pembuatan UU untuk mengatur
partai politik, kecuali perintah untuk
mengatur kemerdekaan berserikat.
Akan tetapi, telah menjadi konvensi
selama ini bahwa partai politik juga
diatur dengan UU di samping UU Pe-
milu dan UU Susduk Lembaga Perwa-
kilan Rakyat.

Di samping format dan substan-
si konstitusi, terlihat juga terjadinya
pergeseran kekuasaan lembaga DPR
yang menjadi lebih kuat daripada
yang diatur dalam UUD 45 yang lama.
Hal ini mengindikasikan bahwa DPR
merupakan lembaga penentu dalam
bentuk memberi “persetujuan” terha-
dap beberapa agenda kenegaraan, an-
tara lain: (1) presiden dalam membuat
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e abmtakm ataupun kerinci-
pusan pasal dan ayat tidak sa-
t2 masih banyak “lubang” atau
harus diisi, sehing-
: l_gmnhnya dapat diguna-
[an, baik untuk me-
konstitu-
g-undangan

k penyelenggara keku-

BENOKC

45 tidak jelas. Hal
a hal- (a) sebagian

n berupa fungsi
mamgan), sebagian lagi
y@an (b) numerasi pa-
slezm lemrena menggu-
i 224, 228, 22C

el leetidakkonsis-
| yame satu dengan

g Eetetapan MPR No.
@ Badan Pekerja MPR RI
untuk merumuskan
. lkedudukan, kewenangan
sangootaan Komisi Konstitusi
m UUD 45 yang baru.
la Sidang Tahunan 2003, MPR
m menetapkan Komisi Konstitusi
put berdasarkan usul Badan
MHPR.

Tinjanan Yuridis

Perubahan Ketiga UUD 45 di-
sahkan dalam Sidang Tahunan MPR
kedua yang diselenggarakan pada 9
November 2001. Dalam perubahan
ketiga ini, antara lain diatur tentang
hal-hal yang bersifat mendasar, se-
perti adanya penegasan bahwa kedau-

19 ibid., him. 14
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latan berada di tangan rakyat dan di-
laksanakan menurut UUD. Juga pe-
narikan ketentuan mengenai Indone-

sia sebagai negara hukym dalam Pén-

jelasan UUD 1945 ke dalam Batang
Tubuh UUD 45. Disamping itu dite-
tapkan pula tentang kewenangan-ke-
wenangan MPR, mekanisme putaran
pertama sistem pemilihan presiden
secara langsung, mekanisme impeach-
ment presiden, tentang Dewan Per-
wakilan Daerah, tentang Pemilihan
Umum dan Badan Pemeriksa Ke-
uangan.20

Masalah-masalah yang berkait-
an langsung dengan aspek hukum
dalam Perubahan Keempat, antara la-
in, justru muncul di dalam Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan. Pa-
sal I dan II Aturan Peralihan tampak-
nya diambil dari Pasal II Aturan Per-
alihan dalam UUD 45 yang lama. Na-
mun, Pasal II Aturan Peralihan yang
baru sebenarnya justru dapat diper-
gunakan sebagai landasan bagi MPR
hasil Pemilu 1999 yang masih eksis
saat ini untuk melanjutkan dan me-
nyelesaikan tugas-tugasnya hingga
terpilihnya MPR baru dalam Pemilu
2004 yang akan datang. Potensi yang
dapat menimbulkan permasalahan
adalah ketentuan Pasal | Aturan
Tambahan. Permasalahannya adalah
bentuk hukum apakah yang akan
dipergunakan untuk melakukan pe-
ninjauan terhadap materi dan status
~hukum Ketetapan MPRS dan Kete-
tapan MPR untuk diambil putusan
pada Sidang MPR tahun 2003 seba-

20 Satya Arinanto, 2002, "Tinjauan Kritis
Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945
dalam Perspektif Yuridis”, Makalah Disam-
paikan pada Seminar Nasional di Bagian
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Uni-
versitas Trisakti, Jakarta, 15 Agustus,
hlm. 17-18
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gaimana diperintahkan dalam Pasal I
tersebut.?!

Kesimpulan

Perdebatan tentang boleh atau
tidaknya. UUD 45 diubah mulai meng-
hangat ketika pemerintahan Orde Ba-
ru mulai diambang keruntuhan dan
perjuangan mahasiswa yang didu-
kung oleh masyarakat luas memun-
culkan ide reformasi. Perlawanan te-
rus bergulir sampai akhirnya peme-
rintahan Orde Baru runtuh. Selama
pemerintahan B.J. Habibie, UUD 45
masih belum diubah. Karena, walau-
pun presidennya lain, semua anggota
MPR saat itu masih sama, sehingga
pemikiran untuk mengubahnya masih
belum mendapat dukungan yang luas
di tingkat elit politik yang duduk da-
lam lembaga legislatif tersebut. De-
ngan dihasilkannya anggota-anggota
DPR-MPR melalui Pemilu 1999, ide
tentang perubahan UUD 45 pun di-
laksanakan dan sampai sekarang su-
dah mencapai perubahan yang keem-
pat.

Dapat dikatakan bahwa sebagi-
an besar unsur bangsa memang
menghendaki perubahan UUD 45.
Akan tetapi, perubahan-perubahan
yang telah dilakukan MPR dinilai me-
ngandung sejumlah kelemahan. Ber-
dasarkan kelemahan-kelemahan itu-
lah muncul pandangan yang meng-
usulkan pembentukan Komisi Konsti-
tusi. UUD 45 dengan perubahan per-
tama sampai keempat digunakan se-
bagai konstitusi transisi, sedangkan
Komisi Konstitusi merumuskan kon-
stitusi baru yang lebih jelas dan lebih
memenuhi kriteria konstitusi negara

21 jbid, him. 21-22
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